
LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO 

NOMOR: 6 TAHUN 1992 SERI B NO. 5 

PERATURAN DAERAl-l KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 
SUKOHARJO 

NOMOR 10 TAHUN 1991 

TENTANG 

PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN KABUPATEN 
DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO 

DENGAN RAHMAT TIJNAH YANG MAHA ESA 
BUPATI KEPAIA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO 

Menimbang: a. bahwa da1am rangka meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah dipandang perlu mencari usaha-usaha an
tara lain dengan mendirikan Perusahaan Daerah Per-
cetakan; 

b. bahwa unit Perusahaan Percetakan Daerah yang 
dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati 
Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 30 Maret 
1974 Nomor: HukumB 1/4/8/74 perihal mendiri
kan Unit Perusahaan Percetakan Daerah, keber
adaannya merupakan salah satu Badan Usaha Milik 
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Mengingat 

;)2 

Daerah Tingkat II Sukoharjo yang perlu d 
hatikan eksistensi serta kelangsungan kehid~!:;~· 
nya; .... ~ .. 

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada hu 
a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan den n.ir 
Peraturan Daerah. gan 

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tema 
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; ng 

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
lingkungan Propinsijawa Tengah; 

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 
Perusahaan Daerah jo Undang-unclang Nomor 6 
Tahun 1969 tentang Pemyataan Tidak Berlalrunya 
Berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang; 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor 3 
Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Peng
awasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan 
Umum (Perum), clan Perusahaan Perseroan (Per- . 
sero); : 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 
Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung
jawaban clan Pengawasan Keuangan Daerah; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 
1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 
1975 ten tang Cara Pengawasan Um um Atas Jalaf\f\)'3 
Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan Tugas 
Departemen Dalam Negeri; 

1 Tahull 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ~ 
1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Penga~~3h 
Perusahaan Daerah dillngkungan Pemer 11 

Daerah; 
4 TahU0 

9. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor per· 
1990 tcntang Tata Cara Kerjasama antara 
usahaan dcngan Pihak Kctiga; 
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10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Norn or 5 Tahun 
1990 tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha Millie 
Daerah kedalam Dua Bentuk PERUMDA dan PER
SERODA. 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 
II SUKOHARJO TENTANG PERUSAHMN DAERAH PER
CE T AKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 
SUKOHARJO 

BAB I 
KETEl'rfUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Sukoharjo; 

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Sukoharjo; 

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah 
Tingkat II Sukoharjo; 

d. Dewan PeiwakHan Rakyat Daerah adalah D~.~an Per
wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah I 1ngkat 11 
Sukoharjo; 
Gubemur Kepala Daerah adalah Gubcnu1r Kcpala 

e. Dacrah Tingkat JJawa Tcngah; 

f. Bank Pcmbangunan Dacrah adalah Bank Pc111ba
ngunan Dacrah Jawa Tcngah Ca hang Sukoharjo; 

1 . ktorat WUayah ~,huparcn ndalah lnspekrorar 
g. ;~~;ah Kabupatcn Daer.ah Th1gknt II Sukoharjo; 

0 . . Pcndapatan Dacrah adalah DJnas Pcndapatan 
h. inas h J(abupatcn Dacrah Tingkat II Sukoharjo; Dacra ' 
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' Ba ·;i n 1 lu 1m adalah I. 

,ta ·~h/ J rah Tin 

j. Pcru~~h aan Oacrah 
Dacrah Pcrcctakan 
Sukoharjo~ 

Pcrccta an a 
Kab pcl en o~er h 

k. Dircksi adalah Direkc;.i Peru~a h an 
ce1alca.n Kahupatcn Oaerah Tingkat Tl 

I. Badan Pengaw~ adalah Ra n Pen ~ ~ p 
an Dacrah Pcrcctakan ~hup en Dacra_h Tm I n 
Sukoharjo. 

MO 11 
A \A n , ~7: 1 t n · · · 

r .l,.11 z 
1) Pcmcrintah Daer. h n, ~n linl. n r n, . h n I ·r h P Ct:" ' n c! • 

ngan nama PcnJ. :ah. n I . h r,-~ : t·t al n 
di~chut P ·rcada . 

(2) 1\:ru!--ahaan Daerah Pe r ·t l n d i c l u t • r 
an <li lhukota Kahup. tc:n <l n meinpun. j Ll..1 :.ih c 

Daerah K;1bup. tcn DJcr h Tin •ot II ·ul h q 

UAU Ill 
l.APANGAN KERJA SAHA DA~ , J L'. I 

Pasal 3 

IApangan kerja u aha dari Peru ahaan Daerah Per· 
cetakan adalah : 

a. Berusaha dibidang j~ memberikan keunrunpll 
dan unruk pela1·anan bagi kepenring.an umurn· 

b. Beru aha dibidang-bidang lain yang d~pat rn; 
dorong kemajuan Perusahaan Daerah rru sen 

d ...i ... ~ at,3.U 
ena apat mendorong sektor s~:asta ~ . 

koperasi, diJuar bidang usaha terSebut pa.sal tnl-
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Pasal 4 

fujuatl Perosahaan Daerah Percetakan adalah sebagai salah satu sumber 
pendapatan Asli Daerah sebagai sarana pengembangan perekonomJan 
vaerah d~am rangka pembangunan daerah. 

BAB IV 

(1) Modal Perusahaan Daerah Percetakan adaJah darl 
kekayaan Daerah yang dipisahkan. 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(1) 

Modal Perusahaan Daerah Percetakan dlrnaksud 
pada ayat (1) Pasal ini, adalah semua kekayaan 
Perusahaan Daerah yang didirikan dengan Surat 
Keputusan Bupad Kepala Daerah tanggal 30 Maret 
1974 Nomor : Hukum.Bt/4/8/1974 perihaJ Men
dirikan Unit Perusahaan Percetakan Daerah. 

Modal Perusahaan Daerah Percetakan dapat dita1n
bah menurut kemampuan keuangan daerah, dalam 
rangka untuk mengembangan dan meningkatkan 
kegiatan usaha sesuai dengan sifat dan tujuan 
Perusahaan Daerah. 

,,.. 

Penanaman Modal dimaksud pada ayat (3) Pasal lnl 
ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah atas per
setujuan Dewan Peiwak.Han Rakyat Daerah. 

Pemupukan Modal didapat dari laba berslh/slsa 
hasil usaha seperti dimaksud pada Pasal ~ 1 ayat ( 5 
Peraturan Daerah inJ. 

Semua alat-alat Uquide disimpan daJan1 Bank yang 
ditunjuk oleh Bupati KepaJa Daerah scsua.1 kcten-
tuan yang berlaku. 

Pasal 6 

Pcrusahaall Daer.ah Pcrccrnknn nu.:mbcntuk Cada
ngan TuJuau, scsuai dcnwm Pus al 5 1 ayut (5) huruf 
b Pcr.acuran D.acrah h1i. 
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(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

Cadangan TuJuan schagaimana dlmak'lud ayat (1) 
Pasal lni. penggunaannya dlatur olch Dupatl Kcpala 

Dacrah atas usul Dircksi. 

Setiap cadangan yang dladakan olch Pcru~ahaan 
Dacrah Percctakan harus jelas dan tertcra dalam 
Tata Buku dan Neraca Pcrusahaan Daerah Per-

cetakan. 

BAB V 
DIREKSI 
Pasal 7 

Perusahaan Percetakan dipimpln oleh Direksi yang 
terdiri dari seorang Direktur Utama dengan dibantu 
dua orang Direktur yang bertanggung jawab atas 
bidangnya masing-masing~ 

Dircksi diangkat berdasarkan syarat-syarat kemam
puan dan keahlian dalam · bidang pengelolaan 
Perusahaan Daerah Percetakan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Direksi menjalankan Pimpinan Perusahaan Daerah 
Percetakan sehari- hari berdasarkan kebijaksanaan 
umum yang digariskan oleh Bupati Kepala Daerah 
dan atau Badan Pengawas dengan mengikutl 
Peraturan Tata Kerja yang sudah ditetapkan serta 
memperhatikan atau perpedoman pada kctenn1an 
Peraturan Perundang-undangan yang bcrlaku. 

(4) Syarat-syarat anggota Dircksl : 

a. Warga Negara Repubtik Indonesia; 

b. Mcmili~i keahlian sesual dcngan bldang ynn~ 
menjadt tanggung jawabnya Merta m •mpuny ,l 
akhlak dan moral yang balk; 

c. Bcrtcmpat tlnggal scsual dcngnn do,nl~lll 
Pcrusahaan Dacrah Hcbagal dlmak,mcl 1•n~ ,I 1. ,y •• 
(2) Pcraturan Dacrah hil· 

I 

d. Tidak dlpcrk ·nankan m(·rurwknp 1wk,·1 f' "' II "' 

jab.atan ~k,, ·kmlf lalrmy:1 1auirn pet t·tufu "' 11·1 
tulis dan Bupall Kq>nla Dn ·rah; 
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(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(1) 
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c. Anggota Dircksi tcrdiri dari orang-orang yang 
tidak pcm~h mclakukan kcgJatan yang mcrugJ
kan kcpcnt,ngan Negara dan atau tindakan-tln
dakan yang t~rccla dibidang Pcrusahaan Dacrah; 

f. Antara Anggota Dircksi tidak boleh ada hubungan 
keluarga sampai dcrajat kctiga, balk mcnurut 
garis lurus maupun garis kcsampfng, tcnnasuk 
menantu atau ipar; 

Jika sesudah pengangkatan mercka masuk dalam 
keluarga yang tidak dibolehkan tcrscbut diatas 
maka untuk melanjutkan jabatan Dircksi dipcr
lukan ijin Bupati Kepala Daerah. 

Pasal 8 

Anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya 
diambil sumpah d:in dilantik oleh Bupati KcpaJa 
Dacrah sesuai ketcntuan Pera tu ran Perundang-u n
dangan yang berlaku. 

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 4 
(empat) tahun dan dapat diangkat kembali sctclah 
jabatan berakhir. 

Pengangkatan Anggota Direksi sebelum ditccapkan 
dengan Surat Keputusan Bupati Kcpala Dacrah 
harus dimintakan persetujuan kepada Gubcrnur 
Kepala Daerah terlebih dahulu. 

Setiap permohonan persecujuan pe nga_ngk atan 
Anggota Direksi disampaikan oleh f\upau K ·pala 
Daerah. 
Permohonan pcrsctujuan dimak.i;;ud pada ayar -1 
Pa-;aJ ini disampaikan oleh Oupaci K pala I , l ·r:,h 
sclambat-lamhatnya 3 (tiga) bulan s b ·lum uu ·:, 

jahatan Anggota Dircksi t>crakhir. 

P.tsal 9 

Anggota Dlrck$I dlh ·rhc111lk.111 ar :m c.bp:ll dih ·rh c n 
tikan olch Bupa1i Kcpala Ila ·n,h, mcs kipun 111 asa 
jabatannya bclum hcrakhlr kar ·na : 
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a. meninggal dunia; 

b. pennintaan sendiri; 

c. melakukan sesuatu yang bcrsifat merugikan Per
usahaan Dacrah atau bertentangan dengan 
kepentingan negara; 

d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat 
melaksanakan tugasnya sccara wajar. 

Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan dimak
sud pada ayat (1) huruf c Pasal ini, Anggota Direksi 
yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara 
dari tugasnya oleh Bupati Kepala Daerah sesuai de
ngan usul Badan Pengawas. 

Pemberhentian sementara itu diberikan secara ter
tulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, 
Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya diser
tai alasan-alasan yang menyebabkan Pemberhe·ntian 
sementara tersebut. 

Pembcrhentian sebagaimJ11a dimaksud pada ayat 
(3) Pasal ini dilakukan sebagai berikut: 

a. Anggota Direksiyang bersangkutan diberi kesem
patan untuk membela diri dalam suatu sidang 
yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Peng
awas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota 
Direksi tersebut diberitahukan tentang pember
hentian sementaranya. 

Apabila Anggota Direksi yang bersangkutan tidak 
hadir dalam persidangan tersebut, yang bersang
kutan dianggap menerima apapun yang diputus
kan oleh Badan Pengawas. 

b. Dalam sidang itu Badan Pengawas memutuskan 
apakah Anggota yang bersangkutan tetap diusul
kan untuk diberhentikan atau pemberhentian 
se~entara itu dibatalkan dan segera menyam
paakan keputusan-keputusannya secara tcrtUliS 
kepada Bupati Kcpala Daerah. 

c. Sela~bat-lamhatnya 1 (satu) bulan sejak 
setenmanya Kcputusan sidang dimaksud pada 

Scanned with CamScanner 



99 

huruf b Pasal ini, Bupati Kepala Daerah menge
luarkan Keputusan dan menyampaikan secara 
tenulis kepada Anggota Direksi yang bersang
kutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lain
nya. 
Dalam hal pemberhentian tersebut diatas tidak 
dilalrukan dalam waktu yang ditentukan, maka 
pemberhentian sementara itu menjadi batal 
menurut hukum. 

d . Jilca sidang dimaksud pada ayat ( 4) huruf a Pasal 
iru tidak diadakan oleh Badan Pengawas daJam 
waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian 
sementara itu diberitahukan menurut ketentuan 
ayat (3) Pas al ini, maka usul pemberhentian 
dimaksud ayat (2) Pasal ini, dan Keputusan Pem
berhentian sementara oleh Bupati Kepala Daerah 
menjadi batal menurut hukum. 

e . Jika Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud 
pada huruf c ayat ( 4) Pasal ini, tidak dapat di
setujui Direksi yang bersangkutan ataupun Badan 
Pengawas, maka pihak yang bersangkutan dapat 
mengajukan pennohonan banding secara tertuUs 
kepada Gubemur Kepala Daerah dengan disertai 
alasan-alasannya dalam waktu 2 (dua) minggu 
setelah keputusan pernh~rhentian tersebut 
diterimanva~ . · · · -· 

_ .. ~<J)Utusa'~ .. Gubemur Kepala Daerah adalah me
ngikat semua pihak yang bersangkutan. 

f. Apabila gubemur Kepala Daerah tidak mengam
bil keputusan terhadap pemohon banding dalam 
waktu 2 (dua) bulan sejak surat banding diterin1a
nya, maka Kcputusan Bupati Kepala Dacrah ter
scbut berlaku dengan sendinya. Sehingga 
p~nnohon~n ~anding yang bersangkutan diang
gap tidak datenma. 

Pasal 10 

. . dan membcrhcntikan Pegawai Per~sahaa~ Daerah 
Direkst mengangkat ketcntuan pokok mcngcna1 kcpegawaian 
bcrdasarkan ketentuan-
Pcrusahaan Daerah Percetakan. 
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Pasal 11 

Direksi mengusulkan kepada Bupati _Kepala Daerah melalui Badan P~n _ 
awas mengenai penghapusan( penJualan harta kekay~an Perusahaagn 
Daerah Percetakan yang tidak d1gunakan/bennanfaar lagi. 

(1) 

Pasal 12 

Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian 
kuasa dari Bupati Kepala Daerah dalam hal-hal : 

a. Mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku 
untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun; 

b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obU
gasi; 

c. Memperoleh, mcmindah tangankan, membebani 
benda tak bcrgerak; 

d . Mengadakan investasi baru; 

e. Penyetoran Modal dalam perusahaan/Perusaha
an Daerah lain; 

f. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipan-: 
dang perlu adanya persetujuan atau pengesahan 
Bupati Kepala Daerah. 

(2) Persetujuan atau pemberian kuasa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) Pasal ini, diberikan oleh 
Bupati Kepala Daerah dengan pertimbangan Badan 
Pengawas dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

(3) Dal am hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan· 
kctentuan terse but ayat (1) Pasal ini, selanjutn~~ 
tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakih 
Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab 
pribadi anggota Direksi yang bersangkutan. 

Pasal 13 

Direksi mewakili Perusahaan Daerah Percetakan didalam dan diluar peng· 
adilan dan dapat mcnyerahkan kekuasaan mewakili tersebut ke~~~ 
~corang/b:berapa orang pegawai Perusahaan Oaerah yang khusus dt 
Jt,Jk untuk itu kcpada orang/Badan lain diluar Perusahaan Daerah. 
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P35al J 4 

Dircksi mcncrima gaji, pcnghasilan-pengha.silan dan fa ilitas Jainny2 
,ncnurut kctcntuan-kctcntuan yang ditctapkan olch Bupati Kcpafa Dacrah. 

Pasal J 5 

Dircksi mcnjalankan tugas hcrtanggung jawah kepada Bupati KcpaJa 
oacrah mclalui Badan Pengawas. 

Pasal 16 

Dircksi dapat minta naik banding kepada Gubernur Kepafa Daerah/ 
Pcjabat yang berwenang dalam hal yang bersangkutan diberhentikan tan pa 
alasan yang cukup menurut pendapatnya dengan mempcrhatikan ketcn
tuan-kctcncuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VI 

BADAN PENGAWAS 
P-lSaJ 17 

(1) _ Untuk melaksanakan pengawasan terhadap penge
Jolaan Pcrusahaan Daerah Percetakan diperlukan 
adanya Badan Pengawas yang untuk pengangkatan 
dan pemberhentiannya diatur dalam PasaJ 18 dan 19 : 
Peraturan Daerah ini. 

(2) Pengecualian adanya pengawas sepeni dimaksud 
pada ayat (1) Pasal ini harus dimintakan pcrscn1juan 
tcrlebih dahulu dari Bupati Kcpala Dacrah. 

Pasal 18 

Syarat-syarat Anggota Badan Pengawas : 

a. Warga Negara Republik Indonesia; 

b. Mcmiliki keahlian sesuai dengan bidang n1~as tbn 
tanggung jawabnya scrca mcmpunyal akhlak d.,n 
moral yang haik; 

c.:. Bcrtcmpat tinggal scsual dcngan domislli Pcr
usah:1an Dacrah Pcrn:rakan dlm:lksud p :u.ta Pa: al 2 
l'craturan Dacrah ini; 

d. Anggnta nadan P ·ngawas 1 ·rdiri darl l ,rang-orang 
yang tidak pc.:rnah melakuk:tn kcgiatan yang 
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merugikan kepentingan Negara atau tindakan yang 
tercela dibidang Perusahaan Daerah; 

e. Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara 
Anggota Badan Pengawas dengan Anggota Direksi 
tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat 
ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke
samping tennasuk menantu dan ipar. 

Jika setelah pengangkatan mereka masuk dalam 
hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk 
melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari 

- Bupati Kepala Daerah. 

Pasal 19 

(1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak
banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 
(tiga) orang. 

(2) Bupati Kepala Daerah menjabat sebagai Ketua 
merangkap Anggota Bad~·1t Pengawas secara Ex Of
ficio. 

(3) ~ggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati 
Kepala Daerah untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan 
dapat diangkat kembali setelah masa jabatan ber-
akhir. · 

(4) Pengangkatan Anggota Badaq Pengawas terlebih 
dahulu harus dimintakan persetujuan kepada 
Gubernur Kepala Daerah, sebelum ditetapkan de
ngan Keputusan Bupati Kepala Daerah. 

(5) Setiap permohonan persetujuan pengangkatan 
Anggota Badan Pengawas disampaikan kepada 
Gubmur Kepala Daerah. 

(6) Bupati Kepala Daerah yang menjabat Ketua 
~crangkap Anggota Badan Pengawas seperd dimak
sud pada ayat (2) pasal ini, dikecualikan dari ketcn
tuan ayat ( 4) dan ayat (5) pasal ini. 

(7) Pcrmohonan persctujuan scbagaimana din1akst1d 
pada ayat (5) Pasal ini, disampaikan kcpada Gubcr-
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nur Kep~la Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) 
bulan sebelum masa jabatan Anggota Badan Peng
awas berakhir. 

(8) Sebelum menjalankan tugasnya Anggota Badan Pe
ngawas terlebih dahulu diambil sumpah dan dilantik 
oleh Bupati Kepala Daerah sesuai ketentuan 
peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(9) Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima 
honorarium dan uang jasa yang besamya dltetapkan 
oleh Bupati Kepala Daerah dan dibebankan kepada 
Perusahaan Daerah Percetakan. . 

Pasal 20 

Sadan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah 
iQi bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan 
Perusahaan Daerah Percetakan termasuk pelaksanaan rencana kerja dan 
anggaran Perusahaan Daerah Pcrcctakan.· 

Pasal 21 

Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan 
Daerah Percetakan dan menjalankan keputusan-keputusan serta petunjuk
petun"juk dari Bupati Kepala Daerah. 

Pasal 22 

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya 
herkewajiban: 
a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupa_ti 

Kepala Daerah mengenai Rancangan Rencana KerJa 
· dan Anggaran Perusahaan Daerah Percetakan se rta 

perubahan / tambahannya dan laporan-laporan dari 

Direksi; 
b. Mengawasi pclaksanaan Rcncana Kcrja dan 

An aran Perusahaan Dacrah Perceta~an serta 
~~ampaikan hasil penilaian kepada Bupad Kepala 

;:erah dcngan tembusan kepada Direksi; 
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c. Mengikuti perkem bangan kegiatan Perusahaa 
Daerah Pcrcctakan mcnunjukkan gcjala kemun~ 
duran segera melaporkannya kepada Bupati KepaJa 
Daerah disertai saran mengenai langkah-langkah 
perbaikan yang harus ditempuh; 

d . Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati 
Kepala Oaerah dengan tembusan kepada Direksi 
mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap 
penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah Per
cetakan; 

e. Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang diten
tukan oleh Bupati Kepala Daerah; 

f. Memberikan laporan kepada Bupati Kepala Daerah 
secara berkala (triwulan dan tahunan) serta laporan 
pada setiap saat/waktu bilamana diperlukan me
ngenai perkembangan Perusahaan Daerah Pe~
cetakan. 

g. Disamping laporan sebagaimana dimaksud pada 
huruf f pasal ini juga harus melaporkan hasil pelak
sanaan rugas Badan Pengawas. 

Pasal 23 

Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Pera~ran 
Oaerah ini, Badan Pengawas wajib memperhatikan : 

a. Pcdoman dan pctunjuk-pctunjuk Bupati Kepala Daerah dengan scnan
tiasa mcmpcrhatikan effisicnsi Perusahaan Oacrah Percetakan; 

b. Kctentuan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah Pcrcetakan 
scna kctcntuan Pcraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

c. Pcmisahan tugas pcngawasan dengan tugas pcngurusan Perus~ha~~ 1 

Oacrah Pcrcctakan yang mcrupakan tu gas dan tanggung jawab Oireksl, 

d . Pcmbinaan dari Bupati K~pala Dacrah scbagaimana dimak.~ud pada ' 
ayat (~) Pasal 17 _Pcraturan Dacrah ini selalu mengikuti pcrkcmhan~:,n 
pctun1uk-pctunJuk <lari Guhcrnur Kcpala Oacrah dan kcrcnw:u•· 
kctentuan l'cratur;tn Pcrundang-undangan mcngcnal pcngdnl.1:t" 
Pcrusahaan Dae rah . 
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Pasal 24 

oaJam melaksanakan tugas dan kcwajiban Badan Pcngawas mcmpunyai 
· wewenang sebagai berikut : 

a. Melihat buku-buku dan surat-surat serta Dokumcn-dokum cn lainnya. 
memeriksa keadaan kas (untuk keperluan vcrifikasi) d an mcmc rik,·,1 
kekayaan Perusahaan Daerah Percetakan; 

b. Memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gcdung dan kanr r yan 
diperlukan oleh Perusahaan Daerah Percetakan; 

c. Meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengcnaJ scga la p ·r
soalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Dacrah Pcrcctakan; 

d . Meminta Direksi dan atau pejabat/pegawai Perusahaan Da rah Per 
cetakan dengan sepengetahuan Direksi untuk mcnghadiri rapat Bad an 
Pengawas; 

c . Menghadiri rapat Direksi dan rnembcrikan pandangan-pandangan tc: r
hadap hal-hal yang dibicarakan; 

f. Melakukan hal-hal yang dianggap perlu scsuai dcngan tugas dan 
tanggung jawabnya untuk kemajuan Perusahaan Dacrah Pcrcc takan. 

(1) 

(2) 

(3) 

( /4 ) 

PasaJ 25 

Badan Pengawas mengad akan rap at sek u rang
kurangnya 3 (tiga) bulan sekaU dan sewaktu- · k~ 
bila dipcrlukan. 

Dalam rapat se bagain1ana dimaksud pa la : y:u t) 
Pasal ini dibicarakan h a l-ha l yang b ·rhu b u ng.1n I ·n 
gan Pc rusah aan Daerah Pe re ·rnkan s .s u., j kn.'·"' 
tugas p o k o k fungsi dan hak ·c n a ~L' v,,j it ·"'"~ ,L 

Kcpurusan llapat Bad an PL" ng;l\ a,; a u , d .,,.u- nn1~ .\ · 
warah untuk mufoka t. 

Untuk scriap rapat d lhu;u I i,;alah r.,p.u . 

Untuk mcmbantu kclancar;an pdaksauaan ltt).;a:-- ltu han Pc ngawa!-,, Bupa ti 
Kepala Dacrah dapat n1cnga11gka1 sco nu,g :-. ·kn.: taris dari A.nggora Badan 
Pcngawas. 
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Pasal 27 

Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasa) 
l 7 Peraturan Daerah ini terdiri dari unsur-unsur 
pejabat Pemerintah Daerah/Instansi lain di daerah 
yang kcgiatannya berhubungan dcngan Perusahaan 
Daerah Pcrcetakan dan tenaga ahli yang dianggap 
cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Peng-
awas. 
Bupati Kepala Daerah yang secara Ex Offisio men
jabat sebagai Ketua Badan Pengawas atau dapat 
menunjuk pejabat lain sebagai Ketua Badan Peng
awas. 

Pasal 28 

( 1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dari tenaga yang 
mempunyai dedikasi, dipandang cakap mempunyai 
kemampuan untulc menjalankan kebijaksanaan 
Bu pati Kepala Daerah mengenai pem binaan dan 
pengawasan Perusahaan Daerah Percetakan. 

(2) Disamping syarat dimaksud pada ayat (1) Pasal ini 
Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan memiliki 
kepe~tingan yang bertentangan dengan atau 
mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah Per
cetakan. 

Pasal 29 

(1) ~ggota B_adan Pcngawas diberhentikan atau dapat 
diber~ent1kan oleh Bupati Kepala Daerah meskipun 
masa Jabatannya belum berakhir karena : 
a. meninggal dunia; 

b. pennintaan sendiri· , 

c. Mclakukan sesuatu atau bersifat merugikan 
daerah; 

d. Sesuatu hal yang mcngakibatkan tidak mcla~
sanakan tugasnya sccara wajar; 
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e. Pemberhentian dimaks d 
(I) Pasal ini dilakuk ~ pada huruf c dan d ayat 
Kepala Da ah an engan Keputusan Bupati er . 

Kh;sus dalam haJ diduga terdapat tuduhan dimak;u pada ayat (1) huruf c Pasal iru Anggota Badan· 
engawas yang bersangkutan dibe~hentikan untuk 

sementara dari tu~asnya oleh Bupati KepaJa Daerah. 

Pemb~r~e?tian sementara cUmaksud pada ayat (2) 
pasal tnJ d1beritahukan secara tertulis kepada Ang
gota Badan Pengawas yang bersanglrutan. 

Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas lain
nya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pem
berhentian sementara itu. 

Dalam hal terjadinya pemberhentian sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini 
dilakukan hal-hal sebagai berikut : 

a. Anggota Badan Pengay4as yang bersangkutan 
diberi kesempatan un~uk membala diri dalam 
suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu 
daJam waktu 1 (satu) bulan sejakAnggota Badan
Pengawas tersebut diberitahukan tentang pem
berhenrian sement~anya. Jika Anggota Badan 
Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam 
persidangan tersebut, yang bersangkutan diang
gap menerima hasiJ keputusan sidang; . 

b. Dalam sidang itu diputuskan apakah Anggota 
Badan Pengawas yang bersangkut'an tetap 
diusulkan untuk diberhentikan ataukah pember
hentian sementara itu dibatalkan dan segera 
menyampaikan Keputusan secara tertulis kcpada 
Bupati Kepala Daerah; 
Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setcrimanya 

c. Keputusan Sidang dimkasud dalam huruf b ayat 
ini, Bupati Kepala Daerah rncngcluarkan 
Keputusannya dcngan menyampaikan sccara ter-

r kepada Anggota Badan Pcngawas yang ber
tu is k t n Anggota Bad an Pengawas lrunnya dan 
sang u a , "k 
Anggota Direksi dalam hal mcnyampai an 
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Keputusan tidak dilakukan d:dam waktu Yang 
ditentukan, maka pemberhent1an sementar altu 
menjadi batal menurut hukum. 

Apabila sidang dimaksud pada ayat ( 4) Pasal ini tidak 
diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pem. 
berhentian sementara diberitahukan, menurut 
ketentuan ayat (3) Pasal ini maka usul pemberhen
tian dimaksud, dalam ayat (2) Pasal ini dan 
Keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati 
Kepala Daerah menjadi batal menurut hukum. 

Apabila Keputusan Bupati Kepala Daerah pada ayat 
( 4) huruf c Pasal ini tidak dapat disetujui oleh 
Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan maka 
kepadanya dapat mengajukan banding secara ter
tulis kepada G~bernur Kepala Daerah disertai 
alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah 
pemberitahuan tentang keputusan termaksud 
diterimanya. 

Apabila Gubemur Kepala Daerah tidak mengambil 
keputusan terhadap pennohonan banding tersebut 
dalam waktu selambat-lambatnya 2 ( dua) bulan 
sejak surat banding diterimanya, maka Keputusan: 
Bupati Kepala Daerah tersebut berlaku dengan sen
dirinya (pennohonan banding yang bersangkutan 
tidak diterma). 

Pasal 30 

Contoh naskah pengajuan permohonan persetujuan pengangkatan 
Anggota Badan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Pcr
cetakan seperti tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

BAB VII 
Pasal 31 

(l) Pcmbinaan Pcrusahaan Dacrah discrahkan kc pnd:a 
Bupati Kepala Daerah. 

(Z) Bupati Kcpala Dacrah dalan1 pembinaan dibantu 
olch Sckrctaris Wilayah Dacrah. 
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BAB VIII 

KEPEGAWAIAN DAN STRUKTUR ORGANISASI 
Pasal 32 

(1) Kedudukan hukum gaji, pensiun dan tunjangan 
serta penghasilan lain dari pegawai/karyawan 
Perusahaan Daerah Percetakan ditetapkan dengan 
peraturan Daerah yang berpedoman pada keten
tuan Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Bupati Kepala Daerah menetapkan gaji dan peng
hasilan lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota 
Badan Pengawas berdasarkan ketentuan- ketentuan 
pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Percetakan 
sebagaimana dimaksud pada.PasaJ 14 dan PasaJ 19 
ayat (9) Peraturan Daerah ini, sesuai dengan kemam
puan menurut prinsip- prinsip Perusahaan Daerah 
Percetakan. 

Pasal 33 

Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Percetakan ditetapkan oleh Bu pati 
Kepala Daerah. 

BAB IX 
ANGGARAN PERUSAHMN DAERAH 

Pasal 34 

. (1) 

(2) 

(3) 

.. 
Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebclum tahun 
buku baru dimulai berlaku Rencana Anggaran 
Perusahaan 0aerah Percetakan (RAP) disan1paikan 
oleh Direksi kepada Dupati Kepala Daerah untuk 
mendapatkan pengesahan. 
Perubahan/tambahan Anggaran Pe rusahaa n I ae rah 
Percetakan yang terjadi dalam Tainan Angg. r a n , • n~ 
sedang berjalan, harus disan1paikan olch Dlrc ksi 
kcpada Oupati Kcpala Dacrah untuk 1ne 11<.l a p :uk. n 

pcngcsahan. 
Sclanlh.tt-lamhatnya 3 (tlga) h11li~1~ Sl..'tL·lah t a hun 
buku hcrakhir, Japoran kc.:uangan I ah1111a11 (ne raca 
dan Pcrhitungan Rugi/1.~aha) . 
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Perusahaan Daerah Percetakan disampaikan oleh 
Direksi kepada Bupati Kepala Daerah untuk men
dapat pengesahan. 

Pasal 35 

Bila Bupati Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak ren
cana Anggaran Pcrusahaan Daerah Percetakan ( RAP) sebagaimana dimak
sud pada ayat (1) Pasal 34 Peraturan Daerah ini, maka bagi Perusahaan 
Daerah ·Percetakan beserta Perubahan/tambahannya tahun buku 
sebelumnya. 

Pasal 36 

(1) Tahun Anggaran Perusahaan Daerah Percetakan 
adaJah tahun takwin. 

(2) Bagian dari laba bersih Perusahaan Daerah Per
cetakan yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang 
diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan 
Daerah setelah disyahkan oleh Bupati Kepala 
Daerah, dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) dan disetorkan ke Kas 
Daerah selambat-lamhatnya akhir tahun Anggaran 
yang bersangkutan. 

BAB X 
PENGEl..01.AAN DAN PEIAPORAN 

Pasal 37 

(1) Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah Per
cctakan sebagai satuan usaha dilakukan oleh Direksi 
se5 uai dengan ketentuan -ketentuan dalam 
Pcraturan Oaerah ini dan ketentuan-ketentuan 
Perundang- undangan yang berlaku. 

(2) Tanggung jawah administratif fungsional Per
u~ahaan Dacrah kepada Bupati Kepala Daerah 
ddakukan olch Dircktur Utama. 
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PasaJ 38 

L1poran Keuangan Tahunan (Neraca dan Rugi/Laba) dari Perusahaan 
oaerah Percetakan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Akuntan 
Negara atau Akuntan Publik. 

PasaJ 39 

Bupati Kepala Daerah wajib menyampaikan hasil penilaian atas laporan
laporan dimaksud pada Pasal 38 Peraturan Daerah ini kepada Gubemur 
Kepala Daerah daJam batas waktu selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan 
setelah menerima Iaporan dari Direksi. 

(1) 

(2) 

(l) 

(2) 

PasaI 40 

Laporan-Japoran dimaksud pada PasaJ 38 Peraturan 
Daerah ini disampaikan tepat pada wkatunya. 

Bentuk laporan pelaksanaan tugas sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 38 Peraturan Daerah ini 
ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan 
memperhatikan pertimbangan dari Badan Peng
awas. 

BAB XI 
SISTEM AKUNTANSI 

Pasal 41 

. erubahan yang dialdbatkan oJch transaksi 
Setrap P I h kejadian lain daJam Pcrusahaan 
maupun ° e k O yang mempengaruhi akciva, D erah Perceta a 

a ., a dan pcndapatan harus dHakukan ar.as 
modal, _b1ay , k tansi yang dapat dipcrran4"~t1n~-
dasar s1srcm a un · 
jawabkan. 

, .· . ·hagaimana dimaksud p :1da a y;u 
Sistcm Akunr.1_11:-;1 :,,;t: cl·111 clil·1ksmrnka11 olch Dirc ks; 

J • · cJ1s11su11 • • · 
( 1) Pa~a _

1111 
.;. af.;Jn ch..·nwm h;iik hcrda.sarkan prin-

agar dapat he J 1, 11.,111 intern rerutama pcrnJsah-. . pcngc11<. ,t • ' 
sip-pnnsip ·an pcnc,uaran, pcnyln1panan 
an fungsi pcngurus ' 
dan pengawasan. 

Scanned with CamScanner 



(3) 

112 

Dalan1 rangka pcn1criksaan 1nspektur \Vilayah 
Kahupaten Dacrah Tingkat II Sukoharjo n1cnilai sis
tcn1 yang ditctapkan scbagain1ana dimaksuc.I dalam 
ayat (2) Pasal ini dan bilan1ana perlu men1bcrikan 
petunjuk serta saran penyen1purnaan. 

BAB XII 
SATUAN PENGAWAS INTERN 

PASAL42 

( 1) Dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Percetakan 
dibentuk Satuan Pengawas Intern yang diangkat dan 
diberhentikan oleh Direktur Utama, setelah men
dapat persetujuan Bupati Kepala Daerah yang 
merupakan aparat Pcngawas Intern Perusahaan 
Daerah Percetakan. 

(2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan atas 
Persetujuan Bupati Kepala Daerah. 

(3) Satuan Pcngawas Intern sebagain1ana din1aksud 
pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala 
yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur 
Utama. 

Pasal 43 

(1) Satuan Pcngawas Intern bertugas men1bantu Direk
tur Utama dalam mengadakan penilaian atas sistem 
pengendalian pengclolaan (managen1en) dan pelak
saannya pada Perusahaan Daerah Percctakan serta 
n1emberikan saran-saran perbaikannya. 

(2) Pendapat dan saran-saran Satuan Pengawas Intern 
sebagai bahan Direktur Utama untuk melaksanakan 
penyempurnaan pengelolaan (managcmcn) 
P~rusahaan Da~rah Percetakan yang baik dan dapat 
d1pcrtanggung1awabkan. 
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Pasal 44 

oalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga 
kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lalnnya dalam Perusahaan 
Daerah Percetakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab maslng
masing. 

Pasal 45 

Kepala Satuan Pengawas Intern harus memilikJ pendidikan dan atau keah
lian memadai/ cukup memenuhi persyaratan sebagaJ Pengawas Intern, 
obyektif dan berdedikasl tinggi. 

BAB XJII 
MEMBEBANKAN PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN 

Pasal 46 

Tata cara pcnjuaJan, pemindah tanganan, pembebanan atas Aktiva Tetap 
Perusahaan Daerah Percetakan penerimaan pinjaman jangka mene
ngah/ panjang, pemberlan plnjaman dalam bentuk dan cara apapun serta 
tidak menagih lagi penghapusan dari pembukuan piutang dan persediaan 
barang oleh Perusahaan Daerah Percetakan diatur oleh Bupad Kepala 
Daerah berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. 

(1) 

(2) 

Pasal 47 

Tatacara mengenai pembelian barang, jasa dan 
pekerjaan pemborongan untuk keperluan 
Perusahaan Daerah Percetakan dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku bagi Pemerintah Daerah. 

Pengadaan rum ah jabatan/ dinas dan kendaraan 
dinas perorangan dilakukan Perusahaan Daerah Per
cetakan sesuai dengan standart serta cara-cara peng
adaan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan 
Daerah. 

· Pasal 48 

Bagi rapat-rapat Perusahaan Daerah Percetakan tennasuk rapat Direksi 
dan Badan Pengawas, ridak dikeluarkan uang sidan atau uang rapat. 
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Pasal 49 

Pembebanan tugas tambahan kepada Perusahaan Daerah Percetakan 
diluar tugas pokok yang menimbulkan akibat keuangan balk terhadap 
Anggaran Perusahaan Daerah Percetakan maupun Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah ditetapkan oleh Bupad Kepala Daerah. 

BAB XIV 
PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN PERUSAHMN 

DAERAH PERCETAKAN 
Pasal 50 

Laporan perhitungan hasil u~aha dan kegiatan Perusahaan Daerah Per
cetakan dikirimkan oleh Direksi kepada Bupati Kepala Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas 
setiap 3 (tiga) bulan sekali. 

BAB XV 
PERHITIJNGAN TAHUNAN 

Pasal 51 

(1) Tahun Buku Perusahaan Daerah Percetakan ditetap
kan dari tanggal 1 Januari saJl)pai dengan 31 Desem

. ber. 

. (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan 
setelah akhir tahun buku, Direksi menyusun per
hitungan tahunan terutama neraca perhitungan laba 
rugi setelah diketahui oleh Badan Pengawas dan 
dikirim kepada Bupati Kepala Daerah untuk men
dapat pengesahan. 

(3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterin1a 
perhitungan tahunan, Bupad Kepala Daerah tidak 
mengajukan kcberatan secara tertulis maka · per
hitungan tahunan itu dengan sendirin~a dianggap 
tclah disahkan. 

( 4) Neraca dan pcrhitungan )aha rugi yang disahkan 
sccara dcmikian mcrnhcri pcnibcbasan .tanggung 
jawab scpcnuhnya kcpada Dircksi. 

Scanned with CamScanner 



115 

. 

(5) Ltba Perusahaan Daerah Pcrcctakan rang dlsyahkan 
dan sctelah dikurar\.~ pnjak dibagi scbagal berikut : 

n. 30% (tiga puluh pcrscratus) untuk cadangan 
un1um sehingga cadangan Inf n1encapaJ jun1Jah 
yang sarna besan1ya dengan n1odal Peru!lahaan 
Daerah Percetakan · t 

b. l 0% (sepu luh perseratus) untuk cadangan 
Tujuan; 

c. 7,5% (tujuh setengah perseratus) untuk dana 
kesejahteraan Pega"raJ Perusahaan Daerah Per
cetakan, _yang penggunaannya dilak--sar1akan de
ngan memperhatikan petunjuk-petunjuk Bupati 
Kepala Daerah; 

d. 7,5% (tujuh setengah perseratus) untuk fasa 
produksi bagi Pega",ai Perusahaan Daerah Pcr
cetakan dengan bntas sebanyak-banyaknya 3 
(tiga) kaJi gaji seb•. · an; 

e. 45% (empat puluh lin1a perseratus) untuk dana 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo. 

BABXVI 
TANGGUNG JAWAB DAN TIJNTIJTAN GANTI RUGI PEGA\\lAJ 

PERUSAHMN DAERAH PERCETAKAN 

(1) 

(2) 

Pasal 52 

Semua PegawaJ Pcrusahaan Dacrah Percecakan tcr
masuk Anggota Dircks) yang dalam kedudukann)'a 
tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat 
berharga dan barang-barang pcrscdiaan karcnu rin
d akannya yang melawan hukum atau knrenn 
kewajiban, tugas dan tanggung jnwahnya schfnAA, 
Jangsung atau tJdak langsunR rclnh mt.~nhnhulkan 
kerugJan hagl Pcrusahnnn I>acrnh Pcrcetakan 
kepada mcreka dikcnakan 1unru1an ~mui ru,-;L 

Ketenruan-kctcn111an 1cn1anl,t ru11rurn111,tnnti nagf tcr
hadap Pcgawai Ncgcrf Sipil Dacr;1h hcrlaku 
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sepenuhnya terhadap Pcgawai Perusahaan Dacrah 
Percetakan. 

Pcgawai Perusahaan Oaerah Percetakan yang m . cm. 
bebani tugas penytmpanan, pembayaran atau 
penyerahan uang dan surat-surat berharga tnilik 
Perusahaan Daerah Pcrcetakan dan barang-barang 
persediaan milik Perusahaan Daerah Percetakan 
yang disimpan didalam gudang diwajibkan mem. 
berikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan 
tugasnya kepada Direktur Utama. 

Tuntutan terhadap Pegawai dimaksud pada ayat (3) 
pasal ini dilakukan menurut ketentuan yang berlaku 
bagi Bendaharawan Pemerintah. 

BAB XVII 
PElAK.SANAAl':. DAN PENGAWASAN 

Pasal 53 

Pclaksanaan Peraturan Daerah ini discrahkan 
kepada Dinas Pendapatan Daerah. 

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Dacrah ini 
ditugaskan kepada Bagian Hukum. 

(3) Pcngawasan Umu.m atas Perusahaan Dacrah Per
cetakan ini diserahkan kepada lnspcktorat WiJayah 
Kabupaten. 

BAB XVIII 
PENYIDIKAN 

Pa.sat 54 

Sclain P<:nyidik Palisi Rcpuhlik Indonesia yang bcrtugas m cnyidik lii~d-:~ 
pidana schagaimana dimaksud dalan1 Peraturan Oacrah ini dapat Jll~•' 
dilaku~an < lch Pcnyidik Pcgawai Ncgcri Sipil (PPNS) dilingk\l"~:::~ 
~cn1cnntah Dacrah yang pcngangkatan, kcwcnanV,all dan d ~,1.u,, 11 ~ ,n· 
Jalankan tugas nya dltcrnpkan scsuai dcngan p •r ;uuran PL'rtlll Ian~·'"' · 
gan yang hcrlaku. 
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BAB XIX 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 55 

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 36 ayat (2) 
Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman 
kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau 
denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Hrna puluh 
ribu rupiah). 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 
ini adalah pelanggaran. 

BABX:X 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 56 

Dengan berlakunya Peraturan Oaerahini semua Peraturan yang mengatur 
sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 57 

Hal-ha) yang belum diatur dalam Peraturan Oaerah ini akan diatur 
kcmudian olch Bupati Kcpala Oacrah s~panjang mengenai pelaksanaanya. 

BAB XXI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 58 

Peraturan Daerah ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Pcraturan Oacrah ini dcngan pencmpatannya dalam Lcmharan Oacrah 
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Sukoharjo. 
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DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAH 
KASUPA TEN DAE RAH TING KAT II 

SUKOHARJO 
KETIJA, 

cap ttd. 

DJOKO WALUJO, BA 

DISAHKAN 
Dengan Keputusan Gubemur 

Kepala Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah 

Nomor: 188.3/474/1991 
Tanggal : 20 Desember 1991 

An. SEKRETARJS WJLAYAH / DAERAH 
TINGKAT IJAWA TENGAH 

Kepala Biro Hukum 
' 

cap ttd. 

SARDJITO, SH 

NIP. 500034373 

Ditetapkan di : Sukoharjo 

Pada tanggal : 17 Oktober 1991 

BUPATI KEPAIA DAERAH TINGKAT 11 
SUKOHARJO 

cap ttd. 

Drs. SE1YAWAN SADONO 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATIJRAN DAEAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 
SUKOHARJO 

NOMOR 10 TAHUN 1991 
TENTANG 

PERUSAHAAN DAERAJ-1 PERCETAKAN KABUPATEN 
DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO 

I. Penjelasan Umum 

Pendirian Perusahaan Daerah Percetakan dengan Surat 
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor : 
Hukum 1/4/8/74 tanggal 30 maret 1974 perihal mendirlkan Unit 
Pcrusahaan Percetakan Dacrah, ternyata tidak sesuai Jagi dengan 
tingkat perkembangan keadaan yang ada/yang telah terjadi. Khusus
nya kehidupan perusahaan terscbut sudah tida.k sesuai lagi dengan 
tingkat perkembangan perekonomian dan pembangunan Daerah, di
samping itu bentuk dan susunan naskahnya perlu disestiaikan dengan 
pcraturan yang · berlaku. Oleh karena itu Perusahaan Daerah Per
cetakan sehagian dari aparatur Pemerintah sekaligus merupakan alat 
otonomi daerah, harus mampu secara wajar mcmainkan peranan serta 
fungsinya dalam ikut memikul bchan pelaksanaan pembangunan 
menuju masyarakat adil dan makmur berd~arkan Pancasila dan UU D 
1945. Dan untuk itu kepada Perusahaan Dacrah Percetakan dituntut 
untuk semakin banyak keikutsertaannya dalam pclaksanaan pemba
ngunan di daerah selaras dengaff meningk~tnya volun1e, luas serta 
frckv.,cnsi ·pelaksanaan pembangunan. Ketkutsertaan Perusahaan 
Dacrah Pcrcetakan tersebut perlu adanya usaha-usaha pembinaan 
!--CCara terpadu, terarah,. bcrkesinan1hungan dan bcrdayaguna. Untuk 
rncncapai rujuan tcrsebut maka perlu diperhatikan cksistensinya serta 
kchidupan Perusahaan Daerah Per~ctakan dalam rangka pelaksanaan 
pcmerintahan dan pembangunan da Daerah . 

Kcmudian dengan ridak mengurangi arti dari ketenruan-keten
cuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 disusunlah 
Pcraturan Daerah ini untuk menganar Perusahaan Dacrah Perceta.kan 
( PERCADA) Kabupaten Oaerah Ting_kat II Sukoharjo. 

11 . Pcnjelasan Pasal Demi Pasal 

Pa'ial 1 : Cukup jelas 

Pasal 2 s/d 58 : Cukup jclas 
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